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Abstrak 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan komunikasi organisasi terhadap 
efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Populasi yang 
dijadikan objek penelitian adalah pegawai Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Hasil 
penelitian : (1) pengaruh kepemimpinan camat terhadap efektivitas pelayanan publik 
diperoleh nilai korelasi positif 0.881 memiliki hubungan sangat kuat, uji signifikansi t hitung 
(2.420) > t tabel (1.685). Artinya kepemimpinan camat secara parsial berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota 
Tangerang; (2) pengaruh kelengkapan sarana terhadap efektivitas pelayanan publik 
diperoleh nilai korelasi positif 0.875 memiliki hubungan sangat kuat, uji signifikansi t hitung 
(2.536) > t tabel (1.685). Artinya kelengkapan sarana secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang; 
(3) pengaruh komunikasi organisasi terhadap efektivitas pelayanan publik diperoleh 
nilai korelasi positif 0.836 memiliki hubungan sangat kuat, uji signifikansi t hitung (4.386) > 
t tabel (1.685). Artinya komunikasi organisasi secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang; 
(4) pengaruh kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan komunikasi organisasi 
terhadap efektivitas pelayanan publik diperoleh nilai korelasi positif 0.937 memiliki 
hubungan sangat kuat, uji signifikansi nilai signifikan F hitung (89.436) >  F tabel (3.25). 
Artinya kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan komunikasi organisasi secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang 
Kota Tangerang. 
 

Kata kunci: Kepemimpinan Camat, Kelengkapan Sarana, Komunikasi Organisasi dan 
Efektivitas Pelayanan Publik.  

 
Abstract 
The objectives to be achieved from this study are to determine the influence of sub-district 
leadership, completeness of facilities and organizational communication on the effectiveness of 
public services in Pinang District, Tangerang City. The population used as the object of the study 
were employees of Pinang District, Tangerang City. The results of the study: (1) the influence of 
sub-district leadership on the effectiveness of public services obtained a positive correlation value 
of 0.881 with a very strong relationship, the significance test of t count (2.420) > t table (1.685). 
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This means that sub-district leadership partially has a positive and significant effect on the 
effectiveness of public services in Pinang District, Tangerang City; (2) the influence of 
completeness of facilities on the effectiveness of public services obtained a positive correlation value 
of 0.875 with a very strong relationship, the significance test of t count (2.536) > t table (1.685). 
This means that completeness of facilities partially has a positive and significant effect on the 
effectiveness of public services in Pinang District, Tangerang City; (3) the influence of 
organizational communication on the effectiveness of public services obtained a positive correlation 
value of 0.836 with a very strong relationship, the significance test of t count (4.386) > t table 
(1.685). This means that organizational communication partially has a positive and significant 
effect on the effectiveness of public services in Pinang District, Tangerang City; (4) the influence 
of sub-district leadership, completeness of facilities and organizational communication on the 
effectiveness of public services obtained a positive correlation value of 0.937 with a very strong 
relationship, the significance test of significant value F count (89.436) > F table (3.25). This means 
that sub-district leadership, completeness of facilities and organizational communication together 
have an effect on the effectiveness of public services in Pinang District, Tangerang City. 
 
Keywords: Sub-district Head Leadership, Completeness of Facilities, Organizational 

Communication and Effectiveness of Public Services. 
 
 
 

A Pendahuluan 

Penyelenggaraan pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa wilayah Indonesia terdiri atas beberapa daerah 

provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota. Pembagian 

tersebut dikenal dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dimana 

pemerintahan pusat dapat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya secara otonom berdasarkan 

kekhasan daerahnya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan 

perundang-undangan”. Artinya pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang 

untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya, 

serta mengatur arah pembangunan daerahnya.   

Pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik sudah seharusnya meningkatkan 

kualitas dan menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan azaz-azaz umum 

pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya.  Saat ini 

masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan publik masih jauh dari harapan 

masyarakat, yang lebih memprihatinkan lagi masyarakat hampir sama sekali tidak 

memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai dengan 

prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. Masyarakat pun terkadang enggan 

mengadukan apabila menerima pelayanan yang buruk, bahkan hampir pasti mereka 

pasrah menerima layanan seadanya. Kenyataan semacam ini terdorong oleh sifat public 
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goods menjadi monopoli pemerintah khususnya pemerintah daerah dan hampir tidak 

ada pembanding dari pihak lain. Praktek semacam ini menciptakan kondisi yang 

merendahkan posisi tawar dari masyarakat sebagai penggunan jasa pelayanan dari 

pemerintah, sehingga memaksa masyarakat mau tidak mau menerima dan menikmati 

pelayanan yang kurang memadai tanpa protes. 

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tentunya menyangkut kepentingan umum 

dimana masyarakatlah yang merasakan pelayanan tersebut. Makin luasnya pelayanan 

dan jasa publik yang dikelola oleh pemerintah hendaknya diikuti oleh kualitas 

pelayanan publik yang baik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 9 ayat (1), dalam rangka mempermudah 

berbagai bentuk pelayanan publik kebijakan ini menetapkan sistem pelayanan terpadu 

agar dapat mendekatkan, memermudah dan mempercepat pelayanan terhadap publik,  

hal ini terkait dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat yang terus 

bertambah. Masyarakat sebagai subjek layanan tidak menginginkan adanya pelayanan 

yang berbelit-belit, lama, akibat panjangnya rantai birokasi.menghilangkan sebagian 

besar otoritas camat.  

Perubahan mendasar tersebut telah secara nyata mempengaruhi pula kedudukan, 

peran, dan fungsi kepemimpinan camat di wilayah kerjanya. Dengan dihapuskannya 

wilayah administrasi pemerintahan untuk tingkat Kabupaten/Kota ke bawah, 

kecamatan bukanlah lagi wilayah administrasi. Kedudukan camat saat ini adalah 

perangkat daerah Kabupaten/ Kota bukan lagi kepala wilayah administrasi 

pemerintahan seperti pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. 

Sebagai konsekuensinya camat bukan lagi penguasa tunggal di kecamatan yang 

berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Camat kini tidak lagi secara otomatis memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan 

pemerintahan umum. Dengan demikian, kecamatan bukan lagi wilayah administrasi 

pemerintahan, melainkan hanya sebagai wilayah kerja bukan lagi wilayah kekuasaan 

camat.  

Melihat kondisi tersebut, meski saat ini otoritas kepemimpinan camat hanya berkisar 

pada fungsi-fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan fungsi 

pelayanan yang lebih banyak bersifat surat rekomendasi atau surat pengantar atau pun 

surat keterangan dari lembaga di atasnya, akan tetapi pelayanan publik di kecamatan 

haruslah  senantiasa tetap mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh 

dari seorang pimpinan. Camat sebagai pejabat pelayan publik dituntut untuk 

menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam menjalankan tugas pelayanannya. 

Disamping itu untuk mewujudkan tugas pelayanan tersebut perlu adanya dukungan 

semua aparatur dibawahnya, karena pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan 

oleh kemampuan seorang pemimpin yang mampu mengarahkan, membangun 

komitmen organisasi, memotivasi bawahan, menciptakan lingkungan kerja dan 

menjalin hubungan komunikasi kerja yang harmonis dengan aparatur bawahannya.  
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Camat sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan 

kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan  sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 224 

UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:  

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada 

dan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

Bupati/Walikota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pengangkatan camat  yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil 

Pemerintahan Pusat.  

Adapun kepemimpinan camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 

Kecamatan, Bagian Kelima Pasal 10 dijelaskan bahwa camat dalam memimpin 

kecamatan bertugas:  menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat 

Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pelaksanaan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

Masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum.  

Namun demikian, untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah mengingat peran 

camat dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinannya begitu kompleks, 

memerlukan dukungan sumber daya manusia yang secara kuantitatif harus sesuai 

dengan standar yang ada dan secara kualitatif harus handal, memiliki kemampuan 

komunikasi, motivasi, dedikasi dan loyalitas yang mampu berkontribusi terhadap 

peningkatan kinerja layanan organisasi.  Selain dukungan SDM dibutuhkan pula sarana 

prasarana atau fasilitas kerja yang memadai yang akan memperlancar proses pelayanan. 

Faktor sarana prasarana merupakan faktor penunjang keberhasilan suatu proses yang 

dilakukan dalam pelayanan publik yang mana kelengkapan sarana ini harus tersedia 

dan kondisi siap untuk digunakan. Faktor penting lainnya selain sarana prasarana yang 

tersedia, yakni proses komunikasi di dalam organisasi. Komunikasi yang terjalin di 

suatu lembaga pelayanan publik memiliki banyak manfaat bagi pegawai. Proses 

komunikasi ini disebut dengan komunikasi organisasi yang akan membantu dan 

menjembatani dalam menyampaikan ide, pikiran ataupun gagasan baik antar sesama 

pegawai ataupun pegawai dengan atasannya ataupun sebaliknya, sehingga 

membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi resiko kesalahpahaman yang 

dapat menghambat proses pelayanan publik.  
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Kecamatan Pinang merupakan salah satu perangkat daerah Kota Tangerang sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang terbentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8). Camat 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kota Tangerang diatur berdasarkan 

Peraturan Walikota Tangerang No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Camat bahwa: “Camat mempunyai tugas 

pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

penyelenggaraan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, 

ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, serta 

kemasyarakatan”, sesuai dengan visi dan misi Walikota Tangerang sebagaimana 

terjabarkan dalam Peraturan Walikota Tangerang No. 15 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2024-2026.  

Adanya fenomena di atas, jelas akan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Oleh karena itu 

diperlukan adanya peran kepemimpinan yang mampu memberikan arahan kepada 

bawahannya, berani mengambil keputusan, mampu memotivasi, serta menjadi contoh 

atau role model bagi bawahan. Untuk itu camat dalam menjalankan peran 

kepemimpinannya agar betul-betul bertanggungjawab atas capaian kinerja di 

wilayahnya dan fokus pada tugas dan fungsi agar dapat menunjang terhadap 

kelancaran pelayanan publik yang diselenggarakan, karena maju mundurnya lembaga 

pemerintahan ini tergantung dari peran kepemimpinannya, mengingat kepemimpinan 

camat meliputi beragam kualitas dan keterampilan diri, maka camat harus mampu 

mengatur berbagai tugas, berkomunikasi secara efektif, dan mampu menciptakan 

lingkungan kerja yang positif.  

Selain faktor kepemimpinan camat, untuk dapat memberikan pelayanan publik yang 

maksimal sesuai dengan harapan masyarakat, maka faktor sarana prasarana yang 

menjadi kelengkapan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan pelayanan harus dijaga 

dan dipelihara dengan baik agar masa usia atau masa pakai sarana prasarana yang ada 

dapat bertahan lama, sehingga dapat digunakan untuk menunjang proses aktivitas 

pelayanan kedepannya, karena sarana prasarana adalah hal yang sangat penting di 

sebuah organisasi penyelenggara layanan. Namun, apabila sarana prasarana yang 

menjadi kelengkapan dari aktivitas pelayanan keadaannya tidak layak pakai, bahkan 

ada yang rusak tidak diperhatikan dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut 

tentunya dapat mempengaruhi kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diberikan. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam proses kelancaran 

penyelenggaraan layanan kepada publik, maka perlu dilakukan kegiatan pengelolaan 

terutama dalam hal pemeliharannya. Pemeliharaan sarana sangat dibutuhkan dalam 

organisasi layanan publik, agar kondisi sarana prasarana selalu dalam keadaan siap 

pakai dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, karena baik buruknya 

kelengkapan sarana yang dimiliki oleh organisasi penyelenggara layanan publik akan 

mempengaruhi kualitas pelayanan di organisasi tersebut.  
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Keberhasilan suatu organisasi layanan publik juga dipengaruhi oleh faktor informasi. 

Informasi yang dibutuhkan oleh organisasi diperoleh dari komunikasi organisasi yang 

dilakukan oleh antar sesama pegawai dan oleh pimpinan terhadap bawahannya dalam 

suatu organisasi. Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dan terstruktur 

dalam lingkup pemerintahan kecamatan, karena komunikasi merupakan suatu proses 

atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pegawainya di dalam melakukan 

pekerjaan. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi akan dapat berhasil 

mencapai tujuan.  Oleh karena itu, keberlangsungan organisasi secara mendasar 

memerlukan adanya komunikasi untuk memperoleh informasi baik dari dalam maupun 

dari lingkungan luar organisasi.   

B. Metode  

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode assosiatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2015: 11) menyatakan bahwa: “Metode assosiatif 

adalah suatu cara penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan 

antara dua variabel atau lebih”.  Oleh karena itu, metode assosiatif merupakan metode 

yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesis.  Dimana variabel penelitian yang akan dikaji dalam 

penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel utama. 3 (tiga) variabel bebas (X1, X2 dan X3), yaitu  

kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan komunikasi organisasi. Sedangkan variabel 

terikat (Y), yaitu efektivitas pelayanan publik.    

 

 

C Hasil dan Pembahasan 

1. Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di 

Kecamatan Pinang Kota Tangerang  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat berpengaruh positif 

terhadap efektivitas pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis 

perhitungan uji korelasi sederhana diperoleh skor nilai r hitung (0.881) > r tabel (0.301). Nilai 

korelasi kepemimpinan camat terhadap efektivitas pelayanan publik sebesar 0.881 

memiliki tingkat hubungan sangat kuat berada pada interval koefisien 0,80 – 1,000. 

Sedangkan hasil uji signifikansi  t hitung diperoleh skor nilai t hitung sebesar 2.420, sesuai 

dalam ketentuan hitungan statistik, jika t hitung (2.420) > t tabel  (1.685) atau dapat dilihat 

dari nilai probabilitas sig. (0,021) < (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

rumusan hipotesis parsial kepemimpinan camat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang dapat 

dibuktikan. Untuk nilai koefisien regresi kepemimpinan camat (X1) yakni sebesar 0,402, 

persamaan regresi ini memberikan bukti bahwa setiap ada peningkatan kepemimpinan 

camat sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sebesar 

0,402. Namun sebaliknya, jika kepemimpinan camat menurun sebesar 1 poin, maka akan 

menurunkan efektivitas pelayanan publik sebesar 0,402. 
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2. Pengaruh Kelengkapan Sarana Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan 

Pinang Kota Tangerang  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan sarana berpengaruh positif terhadap 

efektivitas pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis perhitungan uji 

korelasi sederhana diperoleh skor nilai r hitung (0.875) > r tabel (0.301). Nilai korelasi 

kelengkapan sarana terhadap efektivitas pelayanan publik sebesar 0.875 memiliki 

tingkat hubungan sangat kuat berada pada interval koefisien 0,80 – 1,000. Sementara itu 

untuk hasil uji signifikansi  t hitung diperoleh skor nilai t hitung sebesar 2.536, sesuai dalam 

ketentuan hitungan statistik, jika t hitung (2.536) > t tabel  (1.685) atau dapat dilihat dari nilai 

probabilitas sig. (0,016) < (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya rumusan 

hipotesis parsial kelengkapan sarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang dapat dibuktikan.  

Untuk nilai koefisien regresi kelengkapan sarana (X2) yakni sebesar 0,370, persamaan 

regresi ini memberikan bukti bahwa setiap ada peningkatan kelengkapan sarana sebesar 

1 poin, maka akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sebesar 0,370. Akan tetapi 

jika kelengkapan sarana menurun sebesar 1 poin, maka akan menurunkan efektivitas 

pelayanan publik sebesar 0,370. 

 

3. Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di 

Kecamatan Pinang Kota Tangerang  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh positif 

terhadap efektivitas pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis 

perhitungan uji korelasi sederhana diperoleh skor nilai r hitung (0.836) > r tabel (0.301). Nilai 

korelasi komunikasi organisasi terhadap efektivitas pelayanan publik sebesar 0.836 

memiliki tingkat hubungan sangat kuat berada pada interval koefisien 0,80 – 1,000. 

Selanjutnya untuk hasil uji signifikansi t hitung diperoleh skor nilai t hitung sebesar 4.386, 

sesuai dalam ketentuan hitungan statistik, jika t hitung (4.386) > t tabel  (1.685) atau dapat 

dilihat dari nilai probabilitas sig. (0,000) < (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya rumusan hipotesis parsial komunikasi organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang.  

Untuk nilai koefisien regresi komunikasi organisasi (X3) yakni sebesar 0,521, persamaan 

regresi ini memberikan bukti bahwa setiap ada peningkatan komunikasi organisasi 

sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sebesar 0,521. 

Namun demikian, jika dalam pelaksanaannya komunikasi organisasi menurun sebesar 

1 poin, maka akan menurunkan efektivitas pelayanan publik sebesar 0,521. 

 

4. Pengaruh Kepemimpinan Camat, Kelengkapan Sarana dan Komunikasi Organisasi 

Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan 

komunikasi organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis perhitungan uji korelasi 

berganda diperoleh skor nilai r hitung (0.937) > r tabel (0.301). Nilai korelasi berganda antara 

kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan komunikasi organisasi terhadap 
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efektivitas pelayanan publik sebesar 0.937 memiliki tingkat hubungan sangat kuat 

berada pada interval koefisien 0,80 – 1,000. Untuk hasil uji koefisien determinasi 

diperoleh skor nilai sebesar 0,879 atau 87,9%. Artinya variasi efektivitas pelayanan 

publik, dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan 

komunikasi organisasi yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang baik sebesar 

87.9% dan sisanya sebesar 12.1% masih  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti, seperti faktor disiplin kerja, kompetensi pegawai, budaya kerja dan faktor 

lainnya. Adapun untuk hasil uji signifikansi F hitung (Anova) menunjukkan perolehan skor 

nilai F hitung sebesar 89.436, sesuai dalam hitungan statistik F hitung  (89.436) > dari  F tabel 

(3.25) atau dengan nilai sig. = 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

rumusan hipotesis kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan komunikasi 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan 

Pinang Kota Tangerang dapat dibuktikan. Untuk nilai koefisien regresi berganda  

diketahui nilai konstanta a dan nilai koefisien b, yaitu Ŷ = -8,184 (efektivitas pelayanan 

publik) + 0,402 (kepemimpinan camat) + 0,370 (kelengkapan sarana) + 0,521 (komunikasi 

organisasi). Koefisien persamaan regresi ini memberikan suatu penjelasan bahwa 

diperkirakan setiap ada peningkatan (karena tanda +) secara bersama-sama sebesar 1 

poin pada variabel independen, maka maka akan meningkatkan efektivitas pelayanan 

publik sebesar 1 poin.  Akan tetapi jika jika tidak ada kepemimpinan camat, kelengkapan 

sarana dan komunikasi organisasi yang baik, maka efektivitas pelayanan publik bernilai 

negatif sebesar -8,184 sebagaimana ditunjukkan dengan nilai constant.  

 

D. Kesimpulan 

1. Kepemimpinan camat berpengaruh positif dan signikfikan terhadap efektivitas 

pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang, nilai korelasi positif 0.881 

memiliki tingkat hubungan sangat kuat dan nilai signifikansi t hitung (2.420) > t tabel 

(1.685). Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemimpinan 

camat, maka akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang 

Kota Tangerang.  

2. Kelengkapan sarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan 

publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang, nilai korelasi positif 0.875 memiliki 

tingkat hubungan sangat kuat dan nilai signifikansi t hitung (2.536) > t tabel (1.685). Hasil 

dari analisis tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kelengkapan sarana, maka 

akan semakin meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota 

Tangerang.  

3. Komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas 

pelayanan publik di Kecamatan Pinang Kota Tangerang, nilai korelasi positif 0.836 

memiliki tingkat hubungan sangat kuat dan nilai signifikansi t hitung (4.386) > t tabel 

(1.685). Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi komunikasi 

organisasi, maka akan semakin meningkatkan efektivitas pelayanan publik di 

Kecamatan Pinang Kota Tangerang. 

4. Kepemimpinan camat, kelengkapan sarana dan komunikasi organisasi secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik di 
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Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan nilai korelasi berganda positif 0.937 memiliki tingkat hubungan sangat 

kuat dan nilai signifikan F hitung (89.436) >  F tabel (3.25), Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemimpinan camat, 

kelengkapan sarana dan  
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